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A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
KONSUMEN
2.1.Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan yang
lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan
perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum
(rechtsbetrekkingen). Secara umum hubungan hukum (rechtsbetrekkingen)
diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan
mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu
dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang
lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan
hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh
peraturan  perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan
mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan?'. Tiap hubungan
hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing
anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-
beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Berdasarkan hal tersebut, untuk
mengurangi ketegangan dan konflik, maka hukum ada untuk mengatur dan
melindungi kepentingan tersebut, sehingga hal inilah yang dinamakan sebagai
perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu  hal
terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting,
karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang
mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu
negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik,
yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain,
dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh
suatu negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum berkaitan erat
dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan
tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia
merupakan negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia negara hukum
merupakan terjemahan langsung dari rechtstaat. Adapun ciri-ciri dari
rechtstaat adalah :

a. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan

tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;

21 Soedjono Dirjosisworo. Pengantar 1lmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
2001. h. 131.
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b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat??.

“Ciri-ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum
merupakan hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau
rechtstaat.“Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau
merupakan perbuatan (hal) melindungi’?.

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang
bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan
normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah Berdasarkan kedua definisi
tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan melindungi
dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan. Philipus
M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut:

“Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam
negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara
tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan”?*. “Perlindungan
hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya

lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan

22 Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
2005. h. 74.

ZYandianto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. CV. M2S. Bandung. 2000. h. 319.

24 Philipus M. Hadjon. loc.cit.
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kepada pihak yang melanggarnya”?®. Perlindungan hukum sebagai bagian dari
konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi
lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk
melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan idiil dari sila kelima

Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila

tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan

sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena
itu perlu adanya suatu perlindungan hukum.Secara teoritis, perlindungan
hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut:

a) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya
pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu
kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang
diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya
tindakan yang kongkrit?,

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan
sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan
bertindak. “Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam
mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun
dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum

preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau

sengketa”®’. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

%5 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty. Yogyakarta.
1998. h. 38 .

% Dahana. Made Metu. Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan.
Paramita. Surabaya .2012. h. 58.

27 Philipus M. Hadjon. op.cit. h. 117.
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maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan
suatu perbuatan.

b) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu
permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan
oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum
represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban
bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila
kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka
dijatuhkan sanksi hukum?,

2.3. Pengertian konsumen

“Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan
sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat
mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Konsumen
umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada
mereka oleh pengusaha™?®. “Konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan
lagi”®®. “Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999,
pada pasal 1 angka ke 2 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

28 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003. h. 14.

29 Mariam Darus. Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak
( Baku), Makalah pada Simposium Aspek — Aspek Hukum Perlindungan Konsumen,1980,. BPHN-
Binacipta. h. 59-60.

%Az. Nasution. lklan dan Konsumen (Ditinjau dari Sudut Hukum dan Perlindungan
Konsumen). Dalam Manajemen dan Ushawan Indonesia, Nomor 3 Tahun. XXIII.LPM FE-UI,
1994. Jakarta. h. 23.
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diperdagangkan’3t.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah
konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan
hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta
bendanya. Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan
dengan produk (barang dan/ atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi . Maka
persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan-persoalan
teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan
makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan
masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan
semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.
“Sedangkan pengertian perlindungan konsumen adalah istilah yang
dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang
dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih
relatif baru, khususnya di Indonesia”®, Perlindungan Konsumen mempunyai
cangkupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa,
yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke
akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cangkupan perlindungan

konsumen dalam dua aspeknya itu,dapat dijelaskan sebagai berikut:

81 Ahmadi miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.
Raja Grafindo Persada.2011. Jakarta. h. 19.

%2Adijaya Yusuf dan John W.Head. Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan
Kurikulum. 1998. ELIPS. Jakarta. h. 9.
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a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang
dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah dispakati atau
melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk
persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi,
proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai
dengan standar sehubungan keamanana dan keselamatan konsumen atau
tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan
penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi
produk yang tidak sesuai®.

b. “Pelindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat
yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan dan
periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal
ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan
mengededarkan produknya’4,

2.4. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan
perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena
penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai
hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam
rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum
perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan
kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan
kewajiban.Dalam berbagai litelatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah
mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan
hukum perlindunagn konsumen.

Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu hukum

perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen, hukum konsumen
menurut beliau adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

%Janus Sidabolak.Hukum Perlindungan Konsumen Di indonesia. PT.Citra Aditya Bakti
.Bandung. 2010. h. 2.
34 1bid. h. 10.
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mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihyak satu sama lain
berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup®®.
“Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai Keseluruhan

“asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa

konsumen

2.5.

9536

Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Nasution menjelaskan sebagai berikut:
Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan
masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan
sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat, pendidikan. Rasionya adalah
sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang
demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan
menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan Konsumen
dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum
atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen
a. Hubungan Langsung

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-prinsip perlindungan Hukum
Bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan sebagai berikut: Hubungan
langsung yang dimaksud adalah hubungan antara produsen dan konsumen
yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis
perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada
konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jula beli, baik yang
dilakukan secara lisan maupun tertulis®’.

b. Hubungan Tidak Langsung

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Di Indonesia, Menyataka sebagai berikut:

Hubungan tidak langsung yang dimaksud pada bagian ini adalah hubungan
antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terkait dengan
perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dan produsen.
Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen
dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan

35 Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen. Suatu Pengantar. Daya Widya. Jakarta.

2000. h. 23.

% Ibid. h. 66
37 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Rajawali Pers.

Jakarta. 2011. h. 4-6.
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tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak
memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya
perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi
dikenal ada dua sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih
dapat dibagi lagi dalam undang-undang saja dan undang-undang karena
perbuatan perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar
hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber
perikatan yang terakhir,yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang
melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan
perlindungan konsumen3,
2.6.Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
A. Beberapa Perkembangan Pemikiran Tentang Hak-Hak Konsumen
Ide, gagasan, atau keinginan untuk memeberikan perlindungan kepada
konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul dimasyarakat, terutama yang
yang diselesaikan melalui pengadilan,. Biasanya negara-negara yang memakai
sistem hukum Anglo Saxon, yang mendasarkan perkembangan hukumnya pada
putusan-putusan pengadilan lebih banyak merespon ide atau gagasan
perlindungan konsumen ini. Karena, itu Amerika serikat dan Inggris dapat disebut
kan sebagai contoh dalam perkembangan hukum mmengenai perlindungan
konsumen. Perkembangan hukum di kedua negara tersebut berdasarkan putusan-
putusan pengadilan (cases study). Tidak berarti bahwa negara-negara lain yang
memakai sistem hukum Eropa Kontinental tidak memperhatikannya, tetapi harus
diakui bahwa respon hukum mereka relatif lambat karena perkembangan hukum

di negara- negara Eropa Kontinental lebih banyak didasarkan pada perubahan atau

pembaharuan undang-undang. Seiring dengan keinginan untuk memberikan

% 1bid .h. 35-36.
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perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan
kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapatkan
perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.
Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy dalam pidatonya dihadapan kongres
Amerika Serikat pada Tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang
perlunnya perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak
konsumen yang perlu mendapat perlindungan secra hukum, yaitu:
a. Hak memperoleh keamana (The right to safety)
b. Hak memilih (The right to choose)
c. Hak mendapat informasi (The right to be information) ; dan
d. Hak untuk didengar (The right to be head)
Sementara itu masayarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar
konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam
perundang-undang negara-negara Eropa, yaitu:
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
c. Hak mendapat ganti rugi;dan
d. Hak untuk didengar®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen .Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapatkan
jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

% Marium Darus. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian
Baku(Standar).Makalah pada Simposium Apek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen.
Binacipta.1980 Jakarta. h. 61.
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminana yang
dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuyai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Jika dibandingkan dengan hak-hak konsumen sebagaimana dianut dalam resolusi

PBB diatas, tampaknya tidak ada perbedaan mendasar. Penyebabnya, antara lain

adalah bahwa hak-hak konsumen yang disebut didalam resolusi PBB itu adalah

rumusan tentang hak-hak konsumen yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga
konsumen didunia, dan telah sejak lama diperjuangkan di negaranya masing-
masing. Hal ini menunjukan pula bahwa hak-hak konsumen bersifat universal.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa mantan ketua Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia, Erna Witular, pernah menjadi ketua Lembaga

Konsumen Sedunia itu selama 2 periode. Sementara didalam negeri, penyusunan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak
dapat dipisahkan dari peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tersebut®.

40 1bid.h.62
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2.7. Asas — Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,
dan keselamatan konsumen , serta kepastian hukum .

Penjelasan mengenai pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

perlindungan Konsumen vyaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsemen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajiban secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil
ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan , pemakaian, dan pemanfaatan barang dan / atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum 1.,

2.8. Manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang —-Undang Perlindungan Konsumen adalah instrumen hukum yang
secara positif dirancang untuk memberi jaminan kepastian perlindungan
hukum bagi konsumen. Undang- Undang tersebut juga bertujuan mencegah
munculnya aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarah pada unfair business and
practices yang dapat tumbuh dengan cepat dalam sistem ekonomi liberal dan
sistem perdagangan bebas. Bila istilah unfair business and practices dapat
dipakai  dalam  pengertian  “praktik = perdagangan  yang tidak
wajar ”(unreasonable), dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan
Konsumen selanjutnya disingkat dengan UUPK adalah salah satu instrumen

“www.Jurnal Hukum.com.Diakses Selasa Pada Tanggal 19 Oktober 2016 . Pukul
21:58.wib.
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hukum yang dapat mencegah dan menghapus potensi praktik perdagangan
yang diselenggarakan secara tidak wajar. Mungkin adalah pertimbangan yang
masuk akal jika sistem ekonomi liberal dan perdagangan bebas diprediksi
sering menimbulkan disparitas hubungan antara konsumen dan pelaku uasaha.
Bahkan, disparitas itu juga terus berlangsung dalam kekuatan daya tawar
(bergaining power), pengetahuan dan sumber daya. Disparitas tersebut jelas
menunjukan mekanisme pasar yang telah menimbulkan unsur-unsur kekuatan
ekonomi yang dapat memaksa konsumen untuk begitu saja tunduk pada
praktik-praktik perdagangan yang cenderung merugikan mereka. Bahwa
perdagangan secara elektronik (E-Commerce) ternyata kerap memberikan
dampak negatif bagi konsumen, karena E- Commmerce membuka peluang
kepada konsumen untuk melakukan transaksi lintas negara dan tanpa
pertemuan fisik ( Online Transaction). Bentuk transaksi semacam itu juga
memberi peluang bagi terciptanya disparitas hubungan, pengetahuan dan
sumber daya antara konsumen dan pelaku usaha. Disini letak persoalananya
sehingga dalam beberapa hal Undang-Undang Perlindungan Konsumen
selanjutnya disingkat UUPK yang hanya berlaku dalam yuridiksi nasional
tidak dapat sepenuhnya melindungi konsumenn yang melakukan transaksi
secara elektronik (Cyber Consumer)*2,

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
E-COMMERCE
2.1.Kontrak Baku Transaksi Elektronik E-Commerce

Secara negatif, perkembangan spektakuler transaksi elektronik dapat
dijelaskan dengan kenyataan, bahwa transaksi seperti itu melahirkan kekuatan
daya tawar yang tidak sejajar anatar pelaku usaha dan konsumen. Konsumen
dalam basis ini, tidak punya alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik.
Persoalan itu dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa pelaku usaha yang
menjual barang atau jasanya secara online kerap mencantumkan kontrak
baku, sehingga muncul kekuatan daya tawar yang asimetris (anequel
bargaining power). Studi yang dilakukan lan walden menjelaskan, bahwa
syarat dan kekuatan yang tercantum dalam kontrak baku hanya ditentukan
oleh pelaku usaha sendori. Mereka menyebarluaskan kontrak model ini
kepada calon konsumen lewat web site atau floppy disk*3. Fakta itu menutup
kemungkinan konsumen untuk melakukan negosiasi dengan pelaku
usaha.Bagaimanapun, segera menjadi jelas bahwa ruang tawar yang limitatif
dalam format kontrak baku adalah paradigma tradisional yang pada akhirnya
membentuk hubungan tidak sejajar antara pelaku dan konsumen. “lan Walden
menyadari, paradigma tradisional itu harus segera ditinggalkan karena selalu

“Imam Sjahputra. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. PT.ALUMNI.
Bandung. 2010. h. 167-168.

“lan Walden dalam Cristina Coteanu. Cyber Consumer Law And Unfair Tranding
Practices. Ashgate. London. 2005. h. xi
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merugikan konsumen. Penjelasan yang diberikan Walden menunjukkan

dikotomi antara praktik-praktik perdagangan yang seharusnya terjadi saat ini,

dan paradigma tradisional yang kerap menimbulkan posisi asimetris antara
pelaku usaha dan konsumen. Paradigma tradisional bersumber dari format
kontrak baku yang lazim ditemukan dalam E-Commerce .Perjanjian model

sering disebut shrink-Wrap, Click- Wrap dan Browse —~Wrap Contract ” 4.
2.2.Klausul Baku

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam

transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut pasal 1 angka
10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan Syarat-syarat yang telah
dipersipkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen*®”,

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan
standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab
sebagaimana dikatakan Syahdeine, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu
kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. “Namun, demikian
dirasa perlu mengaturnya sehingga tidak disalah gunakan dan atau menimbulkan
kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar
kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain™*.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan

penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, yaitu sebagi berikut:

44 lan Walden, Op.Cit, h. xi

453t, Remy Syahdeine..Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi
para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank. IBI. Jakarta. 1993. h. 69.

46Janus sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Cetakan ke I1. PT.Citra
Aditya Bakti. Bandung. 2010.h. 105.
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1) Pelaku usaha dalam menwarkan dalam menawarkan barang dan/atau jasa

yang ditunjukan untuk diperdsagangkan dilarang membuat atau cantmkan

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;

a.

b.

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolakpenyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha,
baik secara langsungmaupun tidak langsung untuk melakukan
segala tindakan sepihak yang berkiatan dengan barang yang dibeli
oleh konsumen;

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obvjek
jual beli jasa;

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjuatan, dan/ atau pengubahan lanjutan
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya;
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h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
uasah untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang diberi oleh konsumen secara
angsuran;

1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,
atau pengungkapannya sulit dimengerti.

2) Setiap kalusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen tau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

3) Pelaku wusaha wajib menyesuaikan Kklausula baku yang
bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas,
larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan
bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak
yang memuat klausula-klausula yang tidak adil, sedangkan dari segi bentuk
penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas,
dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.
Disamping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera
menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan
undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai standar
kontrak yang tiak sesuai denagn ketentuan diatas, akibat hukumnya dalah
batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada, karena itu
tidak mempunyai kekuatan hukum.Larangan dan persyaratan tentang
penggunaan standar kontrak diatas dimaksudkan untuk menempatkan
kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip
kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang
merugikan masyarakat karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak
seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku
usaha untuk memperoleh keuntungan*’.

47 1bid. h. 26-27.
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2.3. Online Dispute Resolution (ODR)

Langkah penting yang harus ditempuh untuk melindungi konsumen E-
Commerce adalah eksistensi prosedur penyelesaian sengketa online (online
dispute resolution). Seperti di duga keras para ahli siber, eksistensi prosedur
Online Dispute Resolution dalam sistem hukum, sanagt mempengaruhi
kekuatan elemen proteksi konsumen yang melakukan transaksi secara online.
Untuk itu, konsumen harus dapat mengakses informasi yang jelas dan benar
tentang Online Dispute Resolution termasuk mekanisme maupun prosedurnya.
Penyebab utama munculnya kekuatan daya tari pelaku usaha dan konsumen,
dan minimnya pemahaman mereka tentang teknologi informasi. Yang
mengkhawatirkan, banyak konsumen juga tidak mengetahui keberadaan
hukum yang mengatur produrnya Online Dispute Resolution. Akibatnya,
konsumen sering tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan hukum
yang mereka hadapi. Menyadari hal itu, sudah sepatutnya konsumen diberi
informasi yang jelas da lengkap tentang keberadaan Online Dispute
Resolution dalam sistem hukum Indonesia®®.

2.4. Proses Dan Tata Cara Kontrak Jual Beli

Pada umumnya, suatu kontrak jual beli melalui jaringan internet tidak
berbeda dengan kontrak jual beli yang dilakukan dalam dunia offline, bedanya
hanya pada media transaksi yang dipakainya. Untuk kontrak jual beli online,
media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Dengan
demikian, kontrak yang terjadi adalah kontrak online. Dalam dunia konventional
sangat mudah untuk mengetahui adanya persaamaan seseorang dengan oranglain
dengan cara membandingkan antara sesamanya, misalnya dari muka, badan atau

organ tubuh lainnya, karena secara fisik mesti ada tanda-tanda tertentu yang bisa

menyamakan atau membedakan kedua orang tersebut.

“8 1bid. h. xi.
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Lain halnya dalam dunia internet, suatu pihak dengan mudah dapat
menciptakan sebuah website dengan alamat palsu dan berusaha untuk
menawarkan sebuah produk dan jasa dengan alamatnya http///www.tipu.com
tanpa diketahui asal usulnya. Sama halnya dengan seorang pembelu yang
membeli dari pelaku usaha suatu produk dan jasa, tetapi dengan pembayaran
kartu kredit pihak ketiga atau oranglain yang palsu. Dalam hal ini siapa yang
bisa mengetahui bagaimana identitas dari masing-masing pihak dalam
transaksi online, karena kedua pihak hanya menghadap layar komputer
masing-masing untuk melakukan penjualan dan pembelian®.

C. ASPEK KONTRAK BISNIS DALAM KLAUSULA BAKU

“Ruang lingkup kontrak bisnis tidak terlepas dari pengaruh global lisasi
ekonomi dan perdagangan internasional yang semakin melampaui batas-batas
negara. Karena itu pula globalisasi ekonomi semakin mengedepankan dengan
pengaruh sarana informasi dan komunikasi tanpa batas”*°. “Tidak salah pula jika
dikatakan bahwa hukum kontrak merupakan variant dari hukum perjanjian. Sebab
dalam hukum kontrak, yang dipersoalkan juga masalah dalam hukum perjanjian
yang berkaitan denga bisnis, tetapi dengan analisis yang lebih berorientasi pada
teori dan praktik hukum bisnis”® .Dalam pengertian yang luas, “Kontrak adalah
kesepakatan yang mendefisinikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Adapun
kontrak bisnis dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis”°?,
Kontrak bisa bersifat lisan dan bisa juga bersifat tulisan. Pernyataan
kontrak tertulis bisa berupa ,memo, sertifikat, atau kuitansi. Karena

hubungan kontraktual yang dibuat oleh dua pihak atau lebih mermiliki
potensi kepentingan yang saling bertentangan, pernyataan kontrak

4% Dennis Campbell.E-Commerce and The Law of Digital Signatures. A division of
Oxford University Press. Oceana Publication. 2005. h. 187.

50Spedjono Dirdjosisworo. Kontrak Bisnis. Menurut Sistem Civil Law. Common Law dan
Praktik Dagang Internasional. Mandar Maju. Bandung. 2003. h. 1.

SIMunir Fuady. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya.
Bandung. 2001. h. iii.

52Hasanuddin Rahman. Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,Contract Drafting.
Citra Aditya. Bnadung. 2003. h. 1.
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biasanya dilengkapi dan batasi oleh hukum. Dukungan dan pemabatasan
oleh hukum tersebut bersfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin
kontrak untuk mendefinisikan hubungan khusus diantara  mereka
seandainya ketentuan tidak jelas, mendua arti, dan bahkan tidak lengkap®3.

Kontrak tidak lain adalah perjanjian yang mengikat, dalam pasal 1233
KUH Perdata disebutkan bahwa tiap tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan
undang-undang. Kontrak dalam burgerlijk wetboek atau disingkat (BW) disebut
overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti perjanjian.
Bahwa perjanjian memiliki arti yang lebih luas dari pada kontrak.
D. PENGERTIAN MENGENAI PELAKU USAHA
2.1. Pengertian Produsen

Produsen sering diartiakan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan
jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir,
dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam
penyedia barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan
demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik
yang mengahasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan
penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.
Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen
diartiakn secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk
makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka
yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan)
itu hingga sampai ketangan konsumen. Mereka itu adalah: pabrik (pembuat) ,
distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan
hukum ataupun yang bukan badan hukum®4,

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang
kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

%3Karla C. Shippey J.D. Menyusun Kontrak Bisnis Internasional. PPM. Jakarta. h. 1.
>Agnes M.Toar. Tanggung Jawab Produk . Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa
Negara . Alumni .Bandung. 1983. h. 105.
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri, maupun bersama-sama melaluli  perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
2.2. Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha

A. Pertanggung jawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiabn untuk
ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi
pembangunan perekonomianasional secara keseluiruhan. Karena itu, kepada
produsen dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu,
yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi
kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah
satu pedomana bagi setiap pelaku usaha.

Prinsip business is business, t idak dapat diterapkan,tetapi harus dengan

pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin

pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi
kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional atas keseluruhan.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukakn

kegiatannya yang disebutkan dalam pasal 7 huruf undang-undang nomor 8

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
g. memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
Berati bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk
menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang
pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab yang diemban
oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha
untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan
pembangunan ekonomi nasional, khusunya dibidang usaha®®.
E. BEBERAPA HAL YANG TERKAIT DENGAN DATA PRIBADI

“Perlindungan Hukum Di indonesia Terhadap Informasi Dan Data Pribadi
yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga lItulah definisi dari
Data Pribadi, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak
penelusuran®®. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenia
perlindungan data didalam UUD RI 1945, meskipun UUD RI 1945 menyatakan
dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD RI
1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan
dalam pasal 28 F dan 28 G ayat 1, mengenai kebebasan untuk menyimpan
informasi atas data dan informasi yang melekat kepadanya. Pasal 28 F UUD RI
1945 berbunyi:

“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memproleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

% Ibid. h. 93-94.
56 www. http://edefinisi.com/data-pribadi.html. Diakses jum.at pada tanggal 21 oktober
2016 pukul 13:18 wib.
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memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat 1 UUD RI 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas per;indungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan haerta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Perlindungan data yang merupakan bagian dari cara untuk untuk melindungi
privasi, terkait erat dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 selanjutnya disingkat dengan UU
HAM, sama hal nya dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
selanjutnya disingkat dengan UUD RI 1945, Undang- undang Nomor 39
Tahun 1999 pun tidak menyatakan secara tegas tentang perlindungan data
pribadi. Di dalam pasal 12, pasal 14, pasal 19 dan pasal 21 UU HAM yang
senada dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan bahwa
setiap individu berhak atas perlindungan atas komunikasi dan informasi yang
melekat pada mereka dan tidak dapat dipisahkan dari mereka (termasuk
seluruh data individu yang merujuk secara langsung maupun tidak langsung,
keluarga, terkait harkat dan martabat individu, dan hak-hak)®".

F. PENGATURAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pengertian informasi dan data pribadi belum secara spesifik diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik selanjutnya disingkat UU ITE, begitu pula dengan penggunannya

melalui media elektronik. Namun pengertian yang terkait dengan hal ini dapat

S'www. Mentari Vision. c0.id/2011/ 11. Perlindungan Hukum Terhadap Data
Informasi.html.
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dilihat pada pasal 1 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU
ITE Nomor 11 tahun 2008 berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suaraa, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchabge (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy,
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya”.

Dalam pasal 1 ayat 4 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU ITE
Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“ Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan

/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Namun dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE Nomor 11
Tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data
pribadi dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU ITE Nomor 11
Tahun 2008 hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai data pribadi yaitu

Pasal 26 UU ITE nomor 11 Tahun 2008 yaitu:
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(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan
setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
berdasarkan undang-undang ini;

(3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di
bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdsarkan
penetapan pengadilan;

(4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme
penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
tidak relevan sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan;

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam peraturan pemerintah;

. SEJARAH SINGKAT TENTANG PERKEMBANGAN GOJEK Dl

INDONESIA

1. Sejarah Gojek
Gojek  merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang
melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun
2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim -Layanan gojek tersedia di wilayah
Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang,
Semarang, Malang, Yogyakarta, Balikpapan dan Manado. Hingga bulan
Juni 2016, aplikasi GO-JEK sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di

Google Play pada sistem operasi Android Saat ini juga ada untuk iOS, di
App Store. Dalam aplikasi Go-jek menyediakan berbagai fitur seperti:
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Kurir Instan (GO-SEND)

Transportasi (GO-RIDE)

Pesan makanan (GO-FOOD)
Berbelanja (GO-MART)

Antar barang banyak/besar (GO-BOX)
Bersih-bersih (GO-CLEAN)
Kecantikan (GO-GLAM)

Pijat/refleksi (GO-MASSAGE)
Jadwal Transjakarta, dan pengantaran dari/ke halte terdekat (GO-
BUSWAY)

J. Pesan tiket (GO-TIX)

k. Transportasi Mobil (GO-CAR)%®

~S@ o a0 o

Namun berdasarkan perjanjian yang ada dalam perusahaan gojek, Hubungan
Hukum antara perusahaan Gojek dengan pengendara Gojek ini hanya sebatas
mitra kerja saja sebab para pengendara gojek ini tidak mendapatkan gaji dari
perusahaan aplikasi gojek. Justru para Gojek harus membagi 10 hingga 20 persen
pendapatannya ke prusahaan tergantunhg berapa banyak penumpang yang
diantarnya. Perintah mengantar makanan atau pun penumpang juga tidak datang
dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek.
Dalam kondisi ini terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada relasi pengendara

gojek dan perusahan penyedia aplikasi atau gojek.

2. Cara menikmati Aplikasi Go-jek

Aplikasi Gojek ini tersedia untuk ponsel android sehingga anda pengguna
android bisa menikmatinya secara gratis dengan cara mendownloadnya di
Playstore. Lakukan registrasi secara gratis. Isi dengan lengkap formulir

pendaftarannya seperti harus mencantumkan nama, nomor telepon, dan alamat

S8https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK. Diakses jum.at pada tanggal 21 oktober 2016

pada pukul 13:30.


https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK
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email. Setelah registrasi, Anda akan memperoleh SMS berisi kode verifikasi yang
harus masukkan ke dalam kolom isian. Dengan memasukkan kode tersebut, maka
akun konsumen menjadi aktif. Setelah aktif, konsumen baru bisa melakukan

pemesanan Gojek.



